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ABSTRAK 
Perlindungan hukum atas merek dalam perdagangan barang dan jasa memang 
mutlak diperlukan untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek yang tidak 
jujur, seperti peniruan merek serta memperoleh kepastian hukum. Ketentuan di 
dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menerangkan bahwa hak atas merek 
diperoleh ketika merek tersebut terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Apabila 
terjadi pelanggaran terhadap merek, pemilik merek mempunyai kewenangan 
untuk melakukan upaya hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 15 Tahun 
2001 tentang Merek. Upaya lain dapat dilakukan melalui Arbitrase atau alternatif 
penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan berupa penghentian 
perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang ditiru. 
 




Legal protection of the brand in the trade of goods and services are absolutely 
necessary to prevent and avoid practices that are dishonest, such as imitation 
brand and obtain legal certainty. The provisions in the Act No. 15 of 2001 on 
Marks explains that the rights to the brands acquired when the brand is registered 
in the General Register of Marks. In case of violation of the trademark, the 
trademark owner has the authority to take legal actions in accordance regulated in 
Law No. 15 of 2001 on Marks. Another attempt can be made through arbitration 
or alternative dispute resolution that resulted in a decision in the form of cessation 
of actions relating to the use of the mark being imitated. 
 




Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan perdagangan dewasa 
ini, menyebabkan kegiatan di sektor perdagangan meningkat dengan 
beragamnya produk barang maupun jasa yang ditemukan di pasaran. Barang 
dan jasa yang diproduksi merupakan hasil kemampuan dari kreativitas 
manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah 





tanda yang dikenakan oeh pengusaha (pabrik.produsen, dan sebagainya) pada 
barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal.
1
 
Definisi merek menurut UU No. 15 Tahun 2001 adalah tanda yang 
berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau 
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan UU. 
No. 15 Tahun 2001 menerangkan bahwa peran merek menjadi sangat penting 
terutama dalam menjaga persaingan usaha yang baik.  
Dengan pengaturan yuridis yang tegas dalam peraturan perundang-
undangan tentang merek tersebut, para pemilik merek yang sadar hukum dan 
peduli akan pentingnya pengembangan ekuitas merek akan berupaya 
mendaftarkan mereknya agar mendapatkan proteksi hukum. Di sisi lain, 
pihak-pihak tertentu yang beriktikad tidak baik menempuh jalan pintas dengan 
melakukan peniruan atas merek yang telah terdaftar.
2
 Inilah yang terjadi 
terhadap pengusaha clothing dengan merek Nimco. Fenomena yang terjadi di 
Pasar Jamus Karanganyar terdapat kasus peniruan terhadap merek Nimco. 
Banyaknya peminat barang palsu ini disebabkan karena harga yang jauh lebih 
murah berkisar Rp 50.000,00–Rp 70.000,00 dibandingkan dengan harga 
aslinya yakni berkisar Rp 125.000,00–Rp 350.000,00. Penulis juga 
mengetahui dari pihak Nimco sendiri bahwa pernah terjadi kasus peniruan 
merek Nimco melalui media sosial yakni Facebook.  
Hal yang menjadi sangat menarik ketika Undang-Undang dengan jelas 
melarang penjual menjual barang bukan asli dengan ketentuan pasal 94 UU 
No. 15 tahun 2001 sebagaimana tertulis: 
(1)  Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui 
atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan 
hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, 
Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah). 
(2)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat 
mengemukakan  rumusan masalahnya antara lain: (1) Bagaimana usaha yang 
dilakukan pemilik merek Nimco untuk memperoleh perlindungan hukum? dan 
(2) Bagaimana upaya yang dilakukan pemilik merek Nimco dalam mengatasi 
peniruan merek Nimco? Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui 
penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui usaha yang dilakukan pemilik 
Nimco untuk memperoleh perlindungan hukum, dan (2) Untuk menjelaskan 
upaya yang dilakukan pemilik merek Nimco dalam mengatasi peniruan merek 
Nimco. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: (1) 
Manfaat Teoritis. Penulis berharap dapat menambah wawasan berpikir 
berkaitan dengan usaha  yang dilakukan oleh pemilik merek untuk 
memperoleh perlindungan hukum  serta upaya-upaya apa saja yang dapat 
dilakukan untuk mengatasi peniruan merek. (2) Manfaat Praktis. Penelitian ini 
bermanfaat bagi masyarakat umum maupun pengusaha clothing sebab dengan 
adanya penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai usaha  yang 
dilakukan oleh pemilik merek untuk memperoleh perlindungan hukum  serta 
upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi peniruan merek. 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis 
empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah 
penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian 
dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan-
lapangan.
3
Data sekunder dan data primer dikumpulkan dengan cara studi 
pustaka dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan 
penelitian kepustakaan baik buku, peraturan perundang-undangan, tulisan dan 
dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Analisa data dilakukan secara 
kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode 
analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik 
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Usaha yang dilakukan pemilik merek Nimco untuk memperoleh 
perlindungan hukum 
Perlindungan hukum suatu merek sangat diperlukan bagi pemilik 
merek terutama untuk melindungi mereknya dari perbuatan pelanggaran 
merek yang dilakukan oleh pihak lain. Perlindungan hukum ini diberikan 
untuk mengatasi perilaku para kompetitor yang melakukan persaingan 
curang terhadap pemilik merek yang sebenarnya.
5
 Hak atas merek dapat 
diberikan oleh negara kepada seseorang jika pemilik merek sudah 
mendaftarkan mereknya dan dibuktikan dengan adanya kepemilikan 
sertifikat merek, hal itu sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 3 UU No. 
15 Tahun 2001 menjelaskan hak atas merek yaitu : 
“Hak atas merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara 
kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek 
untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek 
tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 
menggunakannya” . 
 
Nimco telah memiliki citra yang tinggi di dalam masyarakat, 
sehingga mendorong pihak lain untuk melakukan tindakan dengan 
iktikad tidak baik seperti peniruan merek. Sengketa merek terhadap 
merek Nimco adalah peniruan nama “Nimco” oleh pihak lain dengan 
cara memperdagangkan pakaian bermerek Nimco melalui media sosial 
“Facebook” dan di pasar tradisional. Oleh karena itu, pemilik merek 
Nimco merasa dirugikan dengan adanya hal tersebut. Pengakuan hak atas 
merek diberikan oleh negara setelah pemilik merek memenuhi seluruh 
prosedur pendaftaran merek, sehubungan dengan hal tersebut, pemilik 
Nimco sendiri telah mendaftarkan merek dagangnya. 
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Bapak Miko mengungkapkan, alasan yang mendorong pemilik 
Nimco mendaftarkan merek Nimco adalah sebagai Pertama, pendaftaran 
merek itu sangat penting karena pemilik merek mempunyai suatu hak 
khusus yang dapat mencegah orang lain untuk memasarkan produk-
produk yang identik atau mirip dengan merek yang dimiliki oleh 
perusahaan yang bersangkutan yang dapat membingungkan konsumen. 
Kedua, jika kita tidak mendaftarkan merek, maka seorang pesaing dapat 
menggunakan merek Nimco, akibatnya masyarakat dapat menjadi 
bingung sehingga membeli produk dari pesaing Nimco yang produk 
tersebut palsu. Hal ini tidak saja membuat bingung pelanggannya, tetapi 
dapat mengurangi keuntungan pendapatan dan dapat juga merusak 
reputasi serta citra Nimco Mega Store sendiri, apalagi jika produk 
pesaing kualitasnya lebih rendah. Ketiga, apabila kita tidak mendaftarkan 
merek Nimco, investasi yang dimiliki dalam memasarkan sebuah produk 
dapat menjadi sesuatu yang sia-sia karena pesaing dapat memanfaatkan 
merek Nimco yang sama atau merek yang mirip tersebut untuk membuat 
atau memasarkan produk yang identik atau produk yang mirip.
6
 Menurut 
pendapat Bapak Fahrurozy mengenai alasan merek Nimco didaftarkan 
adalah negara kita ini merupakan negara hukum, jadi disini pihak Nimco 
mendaftarkan mereknya yang apabila suatu hari ada pihak lain yang 
menduplikat mereknya, pihak Nimco sendiri dapat menuntut seseorang 
yang melakukan perbuatan tersebut.
7
 
Merek dagang Nimco telah memiliki hak merek yang diberikan 
oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 24 
September 2012. Perlindungan Hak Merek kepada pemilik merek Nimco 
diberikan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu 
perlindungan tersebut dapat diperpanjang. Dengan demikian, bagi pihak 
lain yang menggunakan merek yang sama, akan ditolak pendaftaran 
mereknya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.  
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Untuk mempermudah pendaftaran merek, pihak Nimco 
menggunakan jasa Konsultan yang sudah berpengalaman dalam proses 
pendaftaran merek. Pemberian hak atas merek Nimco dilakukan sesuai 
dengan tata cara yang ditetapkan dalam UU No. 15 Tahun 2001. Secara 
garis besar prosedur pendaftaran merek Nimco adalah mengisi formulir 
permohonan beserta etiket merek, mengkuasakan permohonan 
pendaftaran merek kepada Konsultan dan melakukan pembayaran 
pendaftaran Merek. Berdasarkan penjelasan mengenai syarat pendaftaran 
merek menurut UU No. 15 Tahun 2001, merek Nimco telah mengikuti 
prosedur tersebut. Kesahan permohonan pendaftaran merek Nimco dapat 
dibuktikan dengan diterbitkannya Nomor Permohonan Merek 
D002012044926. 
Pendaftaran merek dilakukan sesudah penerimaan permohonan 
pendaftaran merek. Pengumuman permohonan pendaftaran merek Nimco 
dikeluarkan dalam bentuk sertifikat Merek pada tanggal 30 Januari 2015. 
Dimilikinya sertifikat merek, maka pemilik Nimco mempunyai hak yang 
dapat dijadikan sebagai jaminan dan kepastian hukum. Sertifikat berlaku 
selama sepuluh tahun dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang. 
Sedikit membandingkan bahwa di dalam ketentuan merek terbaru 
UU No. 20 Tahun 2016 proses permohonan pendaftaran merek lebih 
singkat karena permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi 
kemudian langung dilanjutkan dengan pengumuman yang tujuannya 
untuk melihat apakah ada keberatan, setelah pengumuman, dilanjutkan 
dengan pemeriksaan substantif dan diakhiri dengan pemberian Sertifikat. 
Sedangkan jika permohonan pendaftaran berdasarkan UU No. 15 tahun 
2001, proses pendaftarannya relatif lebih lama yakni permohonan 
dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi, dilanjutkan pemeriksaan 
subtantif, kemudian baru pengumuman selanjutnya diakhiri dengan 
sertifikasi. Dengan demikian, jika melihat proses pendaftaran 
berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001, pemohon mendapatkan nomor lebih 
lama. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UU No 15 Tahun 2001, 





sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 2016, pengumuman merek 
dilakukan setelah tanggal penerimaan. 
3.2 Upaya yang dilakukan pemilik merek Nimco dalam mengatasi 
peniruan merek Nimco 
Merek dagang Nimco telah resmi terdaftar dan diberikan hak atas 
merek yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat merek Nimco. 
Maka dari itu, pemilik merek Nimco memperoleh perlindungan hukum 
jika terjadi permasalahan hukum seperti peniruan merek. Peniruan merek 
dagang Nimco dilakukan dengan cara memproduksi barang yang sama 
dengan barang aslinya. Selanjutnya pihak yang melakukan peniruan, 
menjual barang tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada barang 
aslinya. Hal itu akan berakibat pada penjualan produk Nimco menjadi 
menurun serta customer yang masih awam akan terkecoh dengan barang 
tersebut dikarenakan harga penjualan yang lebih murah. 
Contoh pelanggaran peniruan merek Nimco sepengetahuan penulis 
berupa kaos Nimco yang dijual di Pasar Jamus Karanganyar. Menurut 
penjelasan Bapak Joko salah seorang pedagang di Pasar Jamus 
Karanganyar menerangkan bahwa kaos Nimco berasal dari pemberian 
sales secara langsung dengan harapan agar kaos tersebut dijual di Pasar 
Jamus Karanganyar, kaos Nimco yang diproduksi dari Jakarta tersebut 
kemudian dibeli Bapak Joko untuk dijual lagi di Pasar Jamus 
Karanganyar sesuai dengan harga standar yang ditetapkan. Penulis 
membeli kaos tersebut sebagai penemuan dan pemberitahuan kepada 
pihak Nimco bahwa kaos bermerek Nimco beredar di Pasar Jamus. 
Setelah melakukan wawancara dengan pihak Nimco, perihal masih 
ditemukannya produk-produk Nimco tidak asli yang dijual bebas di 
pasaran, pihak Nimco memberikan penjelasan bahwa kaos itu bukan 
merupakan produk asli Nimco, kaos tersebut mempunyai kualitas yang 
rendah dari bahan kain yang sangat tipis, kasar, dan panas.
8
 Kaos itu juga 
dijual tanpa label, sedangkan kaos Nimco yang asli terdapat label di 
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bagian pojok bawah dan tag di bagian leher belakang, kemudian kualitas 
sablon dari kaos tersebut juga rendah.  
Contoh peniruan merek Nimco yang selanjutnya diketahui penulis 
dari pihak Nimco, Bapak Miko menuturkan bahwa terdapat peniruan 
merek Nimco pada tahun 2016 melalui media sosial Facebook, produk 
dari Nimco yang ditiru tersebut berupa kaos.
9
 Bapak Miko menerangkan 
bahwa ada akun Grup di Facebook yang bernama “Clothing Solo”, 
dimana grup itu menjual khusus barang-barang merek yang cukup 
terkenal contohnya seperti Nike, Adidas, Vans, dll. Kemudian Bapak 
Miko mengatakan bahwa kaos Nimco juga ada yang dijual di grup 
facebook tersebut, namun setelah pihak Nimco melihat dengan seksama 
melalui gambar dari Facebook tersebut, kaos tersebut tidak asli, karena 
dilihat dari bahan yang dijelaskan didalam facebook tersebut materialnya 
sudah berbeda, kemudian pola jahitannya juga berbeda walaupun sekilas 
terlihat mirip namun pihak Nimco bisa memastikan bahwa hal itu 
merupakan tiruan produk Nimco. Peniruan merek ini diketahui oleh 
pihak Nimco melalui pengawasan dari pihak Nimco sendiri yang 
bertugas khusus dalam memantau produk-produk Nimco via online yang 
kebetulan menemukan produk Nimco tersebut dijual melalui media sosial 
Facebook.  
Adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut telah merugikan pihak 
Nimco sendiri dan secara tidak langsung akan mengurangi kepercayaan 
terhadap customer. Bapak Miko berpendapat bahwa peniruan merek 
tersebut merusak branding, sedangkan Nimco sendiri brand lokal, bisa 
dikatakan Nimco itu brand lokal yang mempunyai idealis yang punya 
konsep sendiri jadi kalau merek Nimco ditiru maka jelas akan merusak 
reputasi Nimco. Kalau kerugian dari segi immaterilnya tetap ada, dimana 
disini kita sudah buat merek, menciptakan karya bukan hal yang mudah, 
harus melalui proses yang tidak cepat dan ketika produk Nimco ditiru, 
hal itu sangat merugikan. 
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Upaya yang dilakukan Pemilik Nimco dalam mengatasi peniruan 
merek dagang Nimco melalui media sosial “Facebok” yakni melakukan 
suatu teguran yang dilakukan secara langsung kepada pihak yang meniru 
merek Nimco melalui media sosial “Facebook” untuk segera 
menghentikan perbuatannya tersebut. Pihak Nimco meminta untuk 
menghentikan perbuatan penjualan barang palsu tersebut dan  menghapus 
gambar kaos Nimco yang dijual di “Facebook” tersebut. Pihak Nimco 
sengaja melakukan dengan cara memberikan suatu teguran karena beliau 
berpendapat bahwa apabila masalah peniruan merek ini diajukan melalui 
jalur hukum, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.  
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelanggaran peniruan merek 
Nimco di media sosial “Facebook” tersebut, dapat dikatakan bahwa 
sampai saat ini pihak Nimco belum pernah melakukan  upaya hukum ke 
Pengadilan karena dengan cara teguran dan ancaman secara langsung 
dari pihak Nimco kepada penjual baju Nimco di facebook tersebut sudah 
mampu mengatasi masalah peniruan merek. Hasilnya terbukti pihak 
peniru menanggapinya dengan positif dan bersedia untuk menghentikan 
perbuatan peniruan tersebut serta pihak peniru telah menghapus foto 
penjualan produk Nimco di media sosial “Facebook”. Penulis 
sependapat dengan upaya yang dilakukan oleh pihak Nimco, karena 
dengan melihat berbagai kasus yang ada selama ini, banyak orang yang 
lebih memilih diselesaikan dengan cara tersendiri daripada diselesaikan 
melalui upaya hukum di Pengadilan dengan alasan prosedur di 
Pengadilan tidaklah mudah dan memakan banyak biaya. 
Penulis sependapat dengan upaya yang dilakukan oleh pihak 
Nimco, karena dengan melihat berbagai kasus yang ada selama ini, 
banyak orang yang lebih memilih diselesaikan dengan cara tersendiri 
daripada diselesaikan melalui upaya hukum di Pengadilan dengan alasan 
prosedur di Pengadilan tidaklah mudah dan memakan banyak biaya. 
Penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pihak Nimco 





secara langsung kepada pihak yang melakukan perbuatan peniruan 
merek.  
Penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pihak 
Nimco dalam mengatasi peniruan merek dengan cara memberikan 
teguran secara langsung kepada pihak yang melakukan perbuatan 
peniruan merek. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya yang dilakukan 
pihak Nimco tersebut merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 84 UU No. 15 Tahun 2001 
yang mengatakan bahwa “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana 
dimaksud dalam bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan 
sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.” 
Dengan adanya pelanggaran peniruan merek Nimco tersebut, 
pemilik merek Nimco sebenarnya mempunyai kewenangan untuk 
melakukan upaya hukum berdasarkan ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 
tentang Pasal 76 yakni sebagai berikut : 
(1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi terdaftar dapat 
mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak 
menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya 
atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis 
berupa: 
a. Gugatan ganti rugi dan/atau  
b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan 
penggunaan Merek tersebut 
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 
Pengadilan Niaga.  
 
Pemilik merek selain mempunyai hak melakukan gugatan ganti rugi, 
penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek, 
juga dapat melalui upaya hukum dengan cara melapor kepada Aparat 
Kepolisian dalam hal ini Penyidik Pejabat Polisi Negara Repubik 
Indonesia, akan menindaklanjuti proses tersebut. Seteleh proses 
penyidikan di Kepolisian, kemudian tuntutan kepada pihak yang 
melakukan pelanggaran merek ini akan dilakukan proses penuntutan 
terhadap pelanggar oleh Jaksa di Pengadilan. Pengadilan kemudian akan 





tindak pidana atas pelanggaran merek. Setelah melihat berbagai 
pelanggaran peniruan merek Nimco, maka pihak Nimco melakukan suatu 
upaya seperti mempublikasikan merek melaui media online, melakukan 
event rutin setiap tahun, dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. 
Sejak berlakunya UU No. 20 Tahun 2016, penulis dapat membandingkan 
bahwa di dalam UU Merek yang terbaru ini terdapat ketentuan bahwa 
merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan 
pengadilan sedangkan menurut peraturan UU No. 15 Tahun 2001 
gugatan oleh merek terkenal sebelumnya tidak diatur. Kemudian di 
dalam UU No. 20 Tahun 2016 memuat mengenai pemberatan sanksi 
pidana bagi merek yang produknya mengancam keselamatan dan 
kesehatan sedangkan di UU No. 15 Tahun 2001 tidak memuat mengenai 
pemberatan sanksi pidana. 
 
4. PENUTUP 
Pertama, Usaha yang dilakukan pemilik merek Nimco untuk memperoleh 
perlindungan hukum dengan cara melakukan permohonan pendaftaran merek 
kepada Instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Merek di bawah Direktorat 
Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. Merek Dagang Nimco telah memiliki perlindungan hukum yang dapat 
dibuktikan berupa sertifikat merek Nimco dengan nomor pendaftaran 453112. Hal 
tersebut sesuai dengan Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa : 
“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada 
pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu 
tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut ataumemberikan izin 
kepada pihak lain untuk menggunakannya.”  
 
Kesesuaian tersebut dapat dibuktikan dengan UU No. 15 Tahun 2001 di dalam 
Pasal 7 tentang tata cara permohonan pendaftaran merek sehingga merek Nimco 
memperoleh hak atas merek. Dengan demikan, pemilik merek akan memperoleh 
perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran merek.  
Kedua,  Upaya yang dilakukan pemilik merek Nimco dalam mengatasi 





langsung kepada pihak yang melakukan peniruan merek Nimco untuk segera 
menghentikan perbuatannya. Pihak Nimco lebih mengutamakan upaya mengatasi 
peniruan merek Nimco di luar Pengadilan dikarenakan faktor biaya yang tidak 
sedikit jika harus menempuh jalur litigasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan di 
dalam Pasal 84 UU No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa “Selain 
penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam bagian Pertama Bab ini, para 
pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif 
Penyelesaian Sengketa.” 
Pertama, penulis berpendapat agar di Nimco Mega Store terdapat seseorang 
yang secara khusus mengatasi hukum yang berkompeten di bidangnya terutama di 
bidang HAKI agar dapat memudahkan menyelesaikan kasus-kasus terutama 
pelanggaran merek dagang Nimco serta pelanggaran di lingkup distro Nimco 
Mega Store. Kedua, penulis memberikan masukan agar pihak Dirjen HKI 
membuka kantor pelayanan di setiap Kota yang ada di Indonesia. Hal ini 
bertujuan untuk memudahkan setiap pemilik merek apabila ingin melaporkan atau 
mengadu suatu pelanggaran merek yang dialami pemilik merek mengingat jika 
terjadi pelanggaran suatu merek peraturan di Indonesia menggunakan delik aduan. 
Ketiga, kepada seseorang yang melakukan perbuatan peniruan merek Nimco, 
sebaiknya bekerja secara sehat dengan tidak meniru merek orang lain. Masyarakat 
yang meniru merek Nimco akan merugikan pemilik Nimco karena dapat 
mengurangi keuntungan pihak Nimco dan merusak nama baik Nimco. 
 Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan karya ilmiah 
ini saya persembahkan kepada pertama, ibu dan bapak saya yang selalu 
memberikan motivasi kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan karya ilmiah 
ini. Kedua, adik kandung saya tersayang yang selalu memberikan semangat serta 
dorongannya. Ketiga, kakak saya yang selalu membantu saya dalam setiap 
masalah. Keempat, pembimbing skripsi saya yang sangat saya hormati yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan selama penulisan karya ilmiah ini. 
Kelima, dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah mendidik saya selama ini selama perkuliahan. Keenam, teman-teman 
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